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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan
Kepegawaian Daerah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi
indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja
termuat dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021-
2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan
melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti

telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu
bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi
informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja.
Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi
pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LAKIP
merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah
secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan:
(2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan
sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah /SAKIP. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
sebagai salah satu OPD yang mengemban tugas dalam mewujudkan

tujuan pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi.
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Dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Gubernur Bengkulu yang  disesuaikan dengan  rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-
2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

organisasi pada tahun 2021-2026.

1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan rencana
strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2021-2026, maka visi yang ingin diwujudkan untuk 5 (lima)
tahun kedepan ialah “Terwujudnya Transformasi Pelayanan
Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi menuju Aparatur Sipil
Negara Pemerintah Provinsi Bengkulu yang Profesional, Disiplin,

Berbudaya dan Berakhlak Mulia pada Tahun 2024”.

2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara yang berdisiplin tinggi, profesional,
berdaya saing dan berbudaya melayani.

b. Pelayanan yang cepat, mudah dan akurat.

c. Perencanaan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara

berbasis teknologi informasi.
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d. Kerjasama dan koordinasi bidang kepegawaian dengan
Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pusat

data kepegawaian yang akurat dan akuntabel.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur dan atas izin Allah SWT
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan
Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
dengan tepat waktu. Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 disusun berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2023 merupakan bentuk Akuntabilitas publik dari pelaksanaan
tugas dan fungsi dan Penggunaan Anggaran yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media
informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja
disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis
pengukuran kinerja dan itu juga terdapat pada Peraturan Presiden
RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan
penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan
kinerjaagar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan
berkelanjutan di masa mendatang.

Bengkulu, ZV~ o - 2025

Kepala Badan Kepegawaian
Provinsi Bengkulu,

i
T

=\

GUNAWAN SURYADLS.Sos,.M.A.P
Pembina Utama Madya / IV.D
NIP. 19710215199703105
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BAB I
PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparaturn Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good
governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam
suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan
adalah adanya/ terselenggaranya Good Governance.

Pelayanan dibidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu tidak dapat terlepas
dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam
penyelenggaraan kepegawaian. Birokrasi merupakan faktor penentu
keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka
mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari KKN sehingga
para birokrat yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah guna mendorong
terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di

Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024

diharapkan dapat :

a. Aparatur Sipil Negara yang berdisiplin tinggi, profesional,
berdaya saing dan berbudaya melayani.

b. Pelayanan yang cepat, mudah dan akurat.
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c. Perencanaan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara

berbasis teknologi informasi.

d. Kerjasama dan koordinasi bidang kepegawaian dengan

Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.

e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai

pusat data kepegawaian yang akurat dan akuntabel.

Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

adalah :

1.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturn Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024

10



2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Bengkulu.

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu.

12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, sesuai
dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,

terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi, sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu serta
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja.

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas
Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian aparatur

daerah.

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dengan baik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu 1 (satu) orang
Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, sebagai berikut :
a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian

dan aparatur daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

menjalankan fungsi sebagai berikut :

o perumusan program di bidang kepegawaian sesuai
Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

o penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan
prosedur;

o perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;

o penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian
daerah;

o penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan
pangkat, pemindahan, dan pemberhentian ASN;

o pelayanan administrasi kepegawaian dalam
pengangkatan, pemindahan mutasi, dan promosi jabatan
struktural atau fungsional;

o penyiapan dan penetapan pemberian penghargaan kepada
ASN;

o penyiapan dan penetapan pensiun ASN;

o penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan
ASN;

o penyelenggaraan administrasi ASN;

o pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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o penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan
Kepegawaian Negara.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, serta fasilitasi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Sekretaris menjalankan fungsi sebagai

berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;

o penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja
Badan Kepegawaian Daerah;

o penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah
tangga Badan, wurusan perlengkapan dan wurusan
kepegawaian pada Badan;

o pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan
Kepegawaian Daerah dan memberikan pelayanan
administrasi kepada bidang-bidang lain pada Badan;

o pelayanan informasi publik di bidang kepegawaian
daerah;

o pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah
bidang kepegawaian daerah;

o pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan
pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi
serta  pelaksanaan  fasilitasi dalam = penyelesaian
permasalahan pada Badan;

o menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala
Badan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,
Sekretaris dibantu oleh :
a) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai
tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi,
informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan,
mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang
kepegawaian serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian

Umum dan Perlengkapan menjalankan fungsi sebagai

berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Perlengkapan;

o pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan
kearsipan;

o pengelolaan administrasi kepegawaian;

o perencanaan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan,pengkoordinasian, pemeliharaan
perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada
Badan;

o pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang
milik negara maupun daerah;

o penyiapan bahan rapat-rapat Badan;

o pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada
badan kepegawaian daerah;

o pengumpulan data dan informasi dari bidang di
lingkungan Badan;

o pemutakhiran informasi publik di bidang
kepegawaian;

o penghimpunan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian;
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b)

o pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah
di bidang kepegawaian;

o menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan
disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
dan Perlengkapan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Perlengkapan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Sub Koordinator Perencana Muda (Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan)
Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja,
evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan
pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan
informasi permasalahan kelembagaan badan kepegawaian
daerah serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Koordinator

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menjalankan fungsi

sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub
Kordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

o perencanaan program per tahun anggaran Badan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan;

o pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan
Badan;

o penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi

Badan dari bidang-bidang teknis;

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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)

penginventarisasian  potensi-potensi yang dapat
mendukung pencapaian visi dan misi Badan dari
bidang-bidang teknis;

penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi
dalam pencapaian visi dan misi Badan;

pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester
dan tahunan serta menyampaikan laporan semester,
tahunan dan lima tahunan;

mengikuti rapat teknis perencanaan dan pelaporan
sesuai dengan disposisi atasan;

pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta

mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas

lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan menjalankan

fungsi sebagai berikut :

o

penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan;

pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Badan
dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan
serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

pengelolaan anggaran Badan;

penatausahaan administrasi keuangan Badan;
penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan,

triwulan, semester dan tahunan;

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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o pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran
pendapatan asli daerah Badan;

o mengikuti rapat teknis keuangan sesuai dengan
disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi

Kepegawaian

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kajian

kebijakan pengadaan, pemberhentian ASN dan pengelolaan

informasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian menjalankan fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian;

o perumusan bahan kebijakan pengadaan, pemberhentian,
ASN dan informasi kepegawaian;

o penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;

o penyelenggaraan pengadaan ASN;

o pelaksanaan koordinasi mengenai administrasi
pemberhentian ASN;

o pengelolaan informasi manajemen kepegawaian;

o pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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o

pelaksanaan evaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian
ASN dan pengelolaan informasi kepegawaian;

mengikuti rapat teknis pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian;

pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

penyusunan laporan  pelaksanaan tugas Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,

Bidang  Pengadaan, Pemberhentian, Dan  Informasi

Kepegawaian dibantu oleh :

a) Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda ( Pengadaan dan Pemberhentian ASN )

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Pengadaan dan  Pemberhentian ASN)
melaksanakan pengadaan, pemberhentian pegawai,
evaluasi dan penyusunan laporan serta fasilitasi
pengadaan dan = pemberhentian  pegawai. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Sub Koordinator Analis

Sumber Daya Manusia Aparatur Muda ( Pengadaan dan

Pemberhentian ASN ) menjalankan fungsi sebagai

berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pengadaan dan Pemberhentian ASN;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan dan
Pemberhentian ASN;

o penyusunan dan penyiapan bahan analisis kebutuhan
pegawai;

o pelaksanaan pengadaan pegawai;
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b)

o pelaksanaan proses pemberian sanksi pemberhentian
pegawai;

o pelaksanaan evaluasi pengadaan dan pemberhentian
pegawai;

o pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan pemberhentian
pegawai;

o mengikuti rapat teknis pengadaan dan pemberhentian
pegawai sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ASN;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ASN;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Sub Koordinator Pranata Komputer Muda (Data,

Informasi dan Arsip)

Sub Koordinator Pranata Komputer Muda (Data, Informasi

dan Arsip) mempunyai tugas mengelola, mengembangkan,

melakukan evaluasi dan fasilitasi sistem informasi
kepegawaian serta mengelola data dan arsip kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Koordinator

Pranata Komputer Muda (Data, Informasi dan Arsip)

menjalankan fungsi sebagai berikut:

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Data, Informasi dan Arsip;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data, Informasi
dan Arsip;

o pengembangan sistem informasi kepegawaian;

o pengelolaan sistem informasi kepegawaian;

o pengelolaan data dan arsip ASN provinsi;

o pelaksanaan evaluasi sistem informasi kepegawaian;

o pelaksanaan fasilitasi sistem informasi kepegawaian;
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o mengikuti rapat teknis data, informasi dan arsip sesuai
disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Data,
Informasi dan Arsip;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Data, Informasi dan Arsip;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Koordinasi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

(Organisasi Profesi ASN)

Sub Koordinasi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

(Organisasi Profesi ASN) mempunyai merencanakan dan

melaksanakan fasilitasi profesi dan kelembagaan profesi

ASN, mengelola administrasi umum, kepegawaian dan

kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan

fungsi lembaga profesi ASN, serta melaksanakan
koordinasi tata hubungan kerja di setiap jenjang
kepengurusan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub

Koordinasi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

(Organisasi  Profesi ASN) menjalankan fungsi sebagai

berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Organisasi Profesi ASN;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Organisasi
Profesi ASN;

o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Organisasi Profesi ASN berdasarkan tugas pokok dan
fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan,;

o perencanaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
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o pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan
kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan
fungsi lembaga profesi ASN;

o pelaksanaan koordinasi tata hubungan kerja di setiap
jenjang kepengurusan;

o pelaksanaan fasilitasi ASN.

d) Bidang Mutasi Dan Promosi

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas

membuat kajian kebijakan mutasi dan promosi pegawai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Mutasi

dan Promosi menjalankan fungsi sebagai berikut :

©)

penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Mutasi
dan Promosi;

penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi;

penyiapan proses kebijakan untuk seleksi terbuka untuk
jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

penyiapan proses kebijakan seleksi terbuka untuk jabatan
tinggi pratama;

perumusan bahan kebijakan mutasi dan promosi ASN;
penyelenggaraan proses mutasi dan promosi ASN;
pelaksanaan evaluasi mutasi dan promosi ASN;
pengelolaan administrasi mengenai pangkat ASN;
pelaksanaan fasilitasi mutasi ASN;

mengikuti rapat teknis mutasi dan promosi sesuai
disposisi atasan;

pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan
Promosi;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi

dan Promosi;
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o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dibantu oleh :
a) Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Kepangkatan)
Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Kepangkatan) mempunyai tugas membuat daftar
penjagaan kenaikan pangkat, mengelola, mengevaluasi
dan memfasilitasi kenaikan pangkat ASN. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Sub Koordinator Analis
Sumber Daya Manusia Aparatur Muda ( Kepangkatan )
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Kepangkatan;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kepangkatan;
o pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat;
o pengelolaan kenaikan pangkat ASN;
o pelaksanaan evaluasi kenaikan pangkat ASN;
o pelaksanaan fasilitasi kenaikan pangkat ASN;
o mengikuti rapat teknis kepangkatan sesuai disposisi
atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang
Kepangkatan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Kepangkatan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
b) Bidang Pengembangan Aparatur
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur memiliki tugas
membuat kajian kebijakan pengembangan aparatur. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengembangan

Aparatur menjalankan fungsi sebagai berikut :
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o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Promosi ASN;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi ASN;

o penyusunan pedoman pola pengembangan karier ASN;

o pelaksanaan proses promosi ASN;

o penyiapan bahan dan data pelaksanaan seleksi tambahan
untuk jabatan pimpinan tinggi;

o pelaksanaan evaluasi pengembangan karier dan promosi
ASN;

o pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier dan promosi
ASN;

o mengikuti rapat teknis pada sub bidang promosi sesuai
disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Promosi ASN;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur dibantu oleh :

a) Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan)
Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan)
memiliki tugas pokok menyusun daftar kebutuhan diklat
dan  sertifikasi, mengelola  pendidikan  lanjutan,
administrasi diklat dan  sertifikasi ASN, serta
mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama, fasilitasi,
dan evaluasi pelaksanaan diklat sertifikasi ASN. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Sub Koordinator Analis

Sumber Daya Manusia Aparatur Muda ( Pendidikan
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b)

Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan ) menjalankan fungsi

sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan
Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o penyusunan daftar kebutuhan diklat dan sertifikasi
aparatur;

o pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;

o pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat;

o pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pelaksanaan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN;

o mengikuti rapat teknis pendidikan pelatihan dan
sertifikasi jabatan fungsional sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan

Fungsional)

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Pendidikan  Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan

Fungsional) @mempunyai tugas menyusun daftar

kebutuhan diklat teknis fungsional, serta

mengkoordinasikan, melakukan kerjasama, evaluasi dan
fasilitasi  pelaksanaan diklat fungsional. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Sub Koordinator Analis

Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Pendidikan
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(Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional)

menjalankan fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan
Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o penyusunan daftar kebutuhan diklat dan sertifikasi
aparatur;

o pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;

o pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat;

o pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi ASN;

o pelaksanaan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN;

o mengikuti rapat teknis pendidikan pelatihan dan
sertifikasi jabatan fungsional sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Pembinaan Jabatan Fungsional)

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Pembinaan Jabatan Fungsional) mempunyai tugas

mengelola sosialisasi dan informasi jabatan fungsional

ASN, mengelola pembinaan, karier dalam jabatan

fungsional, dan melaksanakan evaluasi dan fasilitasi

pengembangan jabatan fungsional. Untuk melaksanakan
tugas tersebut Sub Koordinator Analis Sumber Daya

Manusia Aparatur Muda (Pembinaan Jabatan Fungsional)

menjalankan fungsi sebagai berikut :
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O

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pembinaan Jabatan Fungsional,

penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan
Jabatan Fungsional,

pengelolaan  sosialisasi dan  informasi jabatan
fungsional,

pembinaan jabatan fungsional,;

pengelolaan karier dalam jabatan fungsional;

pelaksanaan evaluasi pengembangan jabatan
fungsional,
pelaksanaan fasilitasi pengembangan jabatan
fungsional,

mengikuti rapat teknis pembinaan jabatan fungsional
sesuai disposisi atasan,;

pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pembinaan Jabatan Fungsional,

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pembinaan Jabatan Fungsional,

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

mempunyai tugas membuat kajian kebijakan penilaian

kinerja dan penghargaan ASN. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan menjalankan fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penilaian

Kinerja Aparatur dan Penghargaan;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan;
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o perumusan bahan kebijakan penilaian kinerja dan
penghargaan ASN;

o pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;

o pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;

o pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;

o penyampaian bahan usulan pemberian penghargaan;

o penyiapan bahan usulan pemberian penghargaan;

o pelaksanaan evaluasi pada bidang penilaian kinerja
aparatur dan penghargaan;

o mengikuti rapat teknis penilaian dan penghargaan sesuai
disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang penilaian
kinerja aparatur dan penghargaan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penilaian
dan Penghargaan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut,

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

dibantu oleh :

a) Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur)
Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur)
mempunyai tugas menyusun melaksanakan penilaian dan
evaluasi kinerja aparatur; membuat informasi terkait hasil
penilaian kinerja aparatur berdasarkan dan
melaksanakan evaluasi serta fasilitasi penilaian dan
kinerja aparatur. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda (Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur)

menjalankan fungsi sebagai berikut :
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b)

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur;

o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur berdasarkan
tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan;

o Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;

o Pembuatan informasi terkait hasil penilaian dan
evaluasi kinerja aparatur;

o pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja aparatur;

o pemfasilitasian pelaksanaan penilaian dan evaluasi
kinerja aparatur;

o mengikuti rapat teknis penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur sesuai disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Disiplin ASN)

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Disiplin ASN) mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan  disiplin ASN; mengelola penyelesaian

pelanggaran disiplin ASN; melaksanakan pelayanan
proses izin peceraian dan cuti pegawai serta mengevaluasi
dan memfasilitasi disiplin ASN. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Sub Koordinator Analis Sumber Daya
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Manusia Aparatur Muda (Disiplin ASN) menjalankan

fungsi sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Disiplin ASN;

o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin ASN;

o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Disiplin ASN berdasarkan tugas dan fungsi untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

o pembinaan disiplin ASN;

o pelayanan proses izin perceraian pegawai,

o pelayanan cuti pegawai;

o pelaksanaan evaluasi pada bidang disiplin ASN;

o pemfasilitasian disiplin ASN;

o mengikuti rapat teknis bidang disiplin ASN sesuai
disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin
ASN;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Disiplin ASN;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Penghargaan)

Sub Koordinator Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Muda (Penghargaan) mempunyai tugas mengelola

pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai serta

mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberian
penghargaan dan tanda jasa aparatur.menjalankan fungsi
sebagai berikut :

o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang

Penghargaan;
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o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan
dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;

o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Penghargaan berdasarkan tugas dan fungsi untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

o pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;

o pengelolaan pemberian tanda jasa bagi pegawai;

o pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan dan
tanda jasa aparatur;

o pemfasilitasian pemberian penghargaan ASN;

o mengikuti rapat teknis pemberian penghargaan sesuai
disposisi atasan;

o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penghargaan;

o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penghargaan; danpelaksanaan tugas lain yang

diberikan atasan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai Perangkat
Daerah (PD) utama di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu,
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pelayanan
Kepegawaian, dalam rangka menjamin terciptanya Terwujudnya
Transformasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi
Informasi menuju Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang Profesional, Disiplin, Berbudaya dan Berakhlak
Mulia pada Tahun 2024.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
mempunyai peranan penting dalam mencapai target Visi dan Misi
kepala daerah. Sektor Terwujudnya Transformasi Pelayanan

Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi menuju Aparatur Sipil
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Negara Pemerintah Provinsi Bengkulu yang Profesional, Disiplin,
Berbudaya dan Berakhlak Mulia pada Tahun 2024. Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu bertujuan
“Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintahan”.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui
apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi
visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke
depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi
misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis

dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Pelaksanaan program kerja yang terbentuk dalam kegiatan
ini mendapat dukungan dana yang tidak hanya bersumber dari
APBD . Program kerja lima tahun Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu yang disusun berupa Rencana Strategis
(Renstra) tahun 2021- 2026 menjadi dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah dalam 1
tahun. Rencana kerja merupakan pedoman dalam penyusunan
Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
(RAPBD).Berpedoman terhadap rencana startegis dan rencana
kerja yang telah ditetapkan maka Badan Kepegawaian Derah
Provinsi Bengkulu  juga memiliki tugas dan fungsi serta
kewenangan dalam upaya startegis mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah.

. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG
DIHADAPIORGANISASI

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Begkulu adalah Pengukuran angka
Indesk Profesionalisme ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu

Masih Rendah .
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E. STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor
39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berikut susunan
organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu pada

gambar dibawah ini :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
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Pembina (IV/a)
Nip. 19791212 200604 2 012

B WD P

Chandra Mahardika, S.Kom,M.P.A Dei Natali Handy, S.T, M.P.A
Sri Hartika, S.Sos,M.Si Pembina (1V/a) Pembina TK .1 (1V/b) Dian Fitri Sari, SE, MM
Pembina TK,I (1V/b) NIP. 19850105 200903 1 005 NIP. 19741225 200212 1 002 Pembina (1V/a)
NIP. 19750407 200212 2006 NIP. 19820123 200502 2 003
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Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2024
NO Instansi Jumlah
1. Badan Kepegawaian Daerah 103

Sumber dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun
2024

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa Jumlah Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2024 sebanyak 103.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

JABATAN
NO
Struktural Pelaksana | Fungsional | Jumlah
1 8 59 36 103

Sumber dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian = ASN
Tahun 2024

Dari Tabel 1.2 di atas jumlah pegawai berdasarkan jabatan
terbanyak adalah pelaksana yaitu 59 orang.

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Pejabat eselon II, 5
( Lima ) Orang pejabat eselon III, 2 ( dua ) pejabat eselon IV, serta terdapat
11 (sebelas) orang pejabat struktural disetarakan ke pejabat fungsional
dan diangkat sebagai Sub.Koordinator dari program yang disederhanakan,

sehingga tidak terjadi perubahan sistem kerja pada OPD.
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Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

B STRUKTURAL
EPELAKSANA
FUNGSIONAL

Dari gambar 1.2 diatas bahwa 57% pegawai Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu memiliki jabatan sebagai pelaksana.

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
menurut jenis jabatan sudah sangat mencukupi segingga diharapakan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dapat mencapai hasil kinerja yang

baik.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

JENIS KELAMIN
NO

Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 45 58 103

Sumber dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian  ASN
Tahun 2024

Dari Tabel 1.3 diatas dapat dilihat jumlah pegawai perempuan lebih
banyak dibanding pegawai laki-laki. Bila ditampilkan dengan bentuk persen
dapat dilihat sebagai berikut :
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Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

= LAKI-LAKI
= PEREMPUAN

Jumlah Pegawai berdasrkan jenis kelamin pada gambar 1.3 diatas

bahwa jumlah pegawai perempuan terbanyak yaitu 56% dibandingkan jumah

pegawai laki-laki yaitu 44%.

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

NO JABATAN JUMLAH PEGAWAI
1 |Iv.D 1

2 |IV.B 6

3 |IVA 10

4 | 1LD 33

5 |IL.C 21

6 |ILB 15

7 | ILA 15

8 |I.D 2

TOTAL 103

Sumber dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Tahun 2024

Dari tabel 1.4 diatas terlihat bahwa pegawai dengan Golongan III
dominan lebih banyak dibanding Pegawai dengan golongan lain dan
kemudian golongan IV, bila ditampilkan dalam bentuk bagan maka dapat

terlihat jenis perbedaan antar golongan pegawai pada Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu.
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Berikut bagan jumlah pegawai berdasarkan golongan :

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu Berdasarkan Golongan Tahun 2024

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

35 +

30 1

25

20 4

15 4
10 +

IV.D IV.B IV.A I.D .c 1.8 I.A I.D

Dari tabel 1.4 diatas jumlah pegawai berdasarkan golongan yang

terbanyak adalah golongan III.D

F. Tingat Kinerja Pelayanan
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, memberikan
tingkat kinerja pelayanan :
a. Sekretariat

1) Menyediakan pelayanan surat menyurat yang meliputi
penerimaan, pencatatan, pengarsipan sampai dengan pengiriman/
pendistribusian surat/ dokumen internal maupun eksternal secara
profesional, cepat dan tepat.

2) Penyimpanan dan penyediaan dokumen administrasi kepegawaian
individual PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3) Penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan kepegawaian,
seperti pelaksanaan wujian dinas, tes penerimaan CPNS, tes
penerimaan calon Praja IPDN dll.

b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian

Memberikan pelayanan dibidang penerimaan CPNS, usul kenaikan

pangkat pengabdian dan pensiun PNS dipercepat maupun reguler

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di lingkungan
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Pemerintah Provinsi Bengkulu, menyusun dan mendata Pegawai
Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu, IT Kepegawaian dan fasilitasi
organisasi profesi ASN.

c. Bidang Mutasi Dan Promosi
Memberikan pelayanan kenaikan pangkat, mutasi kepegawaian,
promosi, kenaikan gaji berkala, peninjauan masa kerja, usulan kartu
pegawai, karis/ karsu serta pelayanan kepegawaian lainnya.

d. Bidang Pengembangan Aparatur
Pelayanan tugas belajar/ izin belajar, rekrutmen calon Praja IPDN,
diklat kepemimpinan Eselon II, diklat fungsional dan diklat teknis
lainnya.

e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan
Pelayanan bidang kinerja aparatur, disiplin aparatur, penyelesaian
kasus PNS, pelayanan cuti PNS, Izin Perceraian dan penganugerahan

tanda kehormatan/ pengharagaan.

G. Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu belum didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai. Seperti sarana komputer pengolaan data masih kurang, dan
yang paling utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu belum
memiliki ruangan yang memadai yang sesuai dengan standar pelayanan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu didukung Pegawai
Negeri Sipil berjumlah 103 orang, yang sebagian besar bergolongan III
sebanyak 84 orang dan mayoritas berpendidikan S.1 sebanyak 58 orang
S.2 sebanyak 29 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sudah didukung dengan sumber
daya manusia yang memadai dan tersebar merata di setiap bidang sesuai

dengan beban tugas masing-masing.
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1. Sarana

Tabel 1.5

Sarana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan
Golongan Tahun 2024

KONDISI JUMLAH
NO SARANA KET
BAIK RUSAK MENCUKUPI | KURANG
Kendaraan
1 7 1 7 - k
Roda 4 Cukup
Kendaraan
18 7 18 - Cuk
2 Roda 2 Heup
Personal
3 | Komputer 50 - 50 - Cukup
(PC)
4 | Laptop 31 49 35 4 Kurang
Air
S | Conditioner 24 11 30 6 Kurang
(AC)
6 | Printer 36 41 40 4 Kurang
7 | Lemari Besi 14 - 14 - Cukup
8 | Lemari Kayu 17 - 17 - Cukup
Filling
9 Cabinet 10 - 10 - Cukup
10 | Kursi Tamu 7 - 7 - Cukup
11 | Meja Kerja 43 - 103 60 Kurang
12 | Kursi Kerja 50 - 103 53 Kurang
13 | Kursi Tunggu 8 - 8 - Cukup
14 | Kulkas 2 - 2 - Cukup
15 | TV 4 2 4 - Cukup
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16 | UPS - 10 5 S Kurang

17 | Infocus 2 3 3 1 Kurang
Mei

18 2 . 2 - 2 - Cukup
Resepsionis

19 | Kamera 1 3 2 2 Kurang
Mesin

20 | Penghisap - 2 - 2 Kurang
Debu

21 | Scanner 2 - 2 - Cukup

22 | Brankas 1 - 1 - Cukup

23 | CCTV - 1 - 1 Kurang

24 | Tablet 3 - 3 - Cukup

Sumber Data : Subbag Umum dan Perengkapan Tahun 2024
2. Prasarana

Tabel 1.6

Prasarana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan
Golongan Tahun 2024

KONDISI JUMLAH
NO | PRASARANA KET
BAIK RUSAK MENCUKUPI | KURANG
) Gedung dan ) i ) i Cukup
Bangunan
2 | Tanah 1 - 1 - Cukup
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BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam
pembangunan. Perencanaan yang baik tidak hanya membuat hasil akhir
lebih baik, akan tetapi juga menjadikan pekerjaan lebih efisien, efektif,
berkesinambungan dan dapat menjaga arah pembangunan. Perencanaan
pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya manusia
yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Gubernur
Bengkulu yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2021-2026.
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3. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok
dan fungsi. Sesuai dengan rencana strategis Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, maka visi yang ingin
diwuyjudkan untuk 5 (lima) tahun kedepan ialah “Terwwudnya
Transformasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi
menuju Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bengkulu yang
Profesional, Disiplin, Berbudaya dan Berakhlak Mulia pada Tahun
2021”.

4., Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagai

berikut :

a. Aparatur Sipil Negara yang berdisiplin tinggi, profesional, berdaya
saing dan berbudaya melayani.

b. Pelayanan yang cepat, mudah dan akurat.

c. Perencanaan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis
teknologi informasi.

d. Kerjasama dan koordinasi bidang kepegawaian dengan
Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.

e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pusat data
kepegawaian yang akurat dan akuntabel.

Upaya untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Bengkulu tersebut, jelaslah bukan suatu pekerjaan
yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas
permasalahan yang ada dan rencana strategi yang tepat dan
menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat
mendorong terwujudnya pelayanan kepegawaian yang bermartabat

dan berwibawa.
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B. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
lima tahun kedepan. Tujuan strategis Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat
apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu untuk mencapai Visi dan Misinya dalam kurun
waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat
pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang
terukur.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu bertujuan
“Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintahan”. Dengan
diformulasikannya tujuan strategis, Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya
untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan
memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi
telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi

misi organisasi.

C. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang
lebih pendek daripada tujuan. Maka sasaran yang ingin capai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun yang akan datang ialah :
a. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintahan, dengan
indikator:
1) Indek Profesionalitas ASN
b. Meningkatnya Kinerja Kepegawaian Daerah, dengan indikator:
1) Persentase ASN yang Sesuai dengan Standar Kompetensi

2) Persentase ASN yang Sesuai dengan Standar Kualifikasi
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c. Meningkatnya Kinerja dan Tingkat Kedisiplinan ASN, dengan
indikator ;
1. Persentase Peningkatan Kinerja ASN
2. Persentase Disiplin ASN
d. Meningkatnya Tata Kelola BKD, dengan Indikator ;
1.Nilain SAKIP BKD
D. Indikator Kinerja
1. Akuntabiltas Kinerja Utama
Tujuan 1 : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintahan

Indikator Kinerja :

e Kualifikasi (Pendidikan Terakhir), Kompetensi (Diklat PIM, Diklat
Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan Seminar/Workshop/sejenis),
Kinerja (Nilai SKP) dan Disiplin (tidak/pernah terkena hukuman
disiplin ringan,sedang,berat).

( Pengukuran atau penilaian tentang sejauh mana suatu individu
atau organisasi menunjukan sikap, etika, dan star kerja
profesional dalam bidang tertentu ).

- Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kinerja Kepegawaian Daerah

Indikator Kinerja :

e Persentase ASN yang Sesuai dengan Standar Kompetensi.

Kriteria atau pedoman yang digunakan untuk menentukan
tingkat keterampilan , pengetahuan dan sikap yang diperlukan
untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas dengan efektif dan
efesien. Standar ini biasanya digunakan dalam konteks
profesional untuk memastikan bahwa individu yang bekerja
dalam suatu bidang atau jabatan memiliki kemampuan yang
cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Indikator Kinerja :

e Persentase ASN yang Sesuai dengan Standar Kualifikasi.

Merujuk pada kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh
individu untuk memenuhi syarat dalam suatu pekerjaan, profesi atau

posisi tertentu. Standar ini menjakup pendidikan, pelatihan |,
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pengalaman , keterampilan dan setifikasi yang dianggapperlu

menjalankan tugas dengan baik dalam bidang tertentu.

- Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kinerja dan Tingkat Kedisiplinan ASN

Indikator Kinerja :

Persentase Peningkatan Kinerja ASN

Dapat dihitung melalui indikator yang relevan tergantung pada
kriteria atau area yang ingin diukur. Dalam indikator ini
Peningkatan Kinerja ASN dapat diukur atau dinilai oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Pemerintah Daerah
dengan :

Penguatan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja yang Relevan dan Realistis
Peningkatan Kompetensi Penilai

Pemerintah Pusat dengan :

Peningkatan Standarisasi Penilaian Kinerja

Penerapan Sistem Penilaian Berbasis Teknologi

Penguatan Kompetensi Penilai dan Pengelola Kinerja

Indikator Kinerja :

Persentase Disiplin ASN
Tahapan yang dilakukan dengan melakukan :

1) Melakukan pemantauan kehadiran PNS melalui aplikasi
e-Kinerja

2) Menyurati setiap OPD untuk menindaklanjuti PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin dan dilaksanakan dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan
Perundang-undangan lainnya.

3) Menerima laporan atau pengaduan

4) Menindaklanjuti setiap Laporan / Pengaduan yang berkaitan
dengan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

5) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.

6) Menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan dan hasil
rekomendasi tim pemeriksa dengan melaporkan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditindaklanjuti dengan
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penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang
berlaku.

2. Akuntabilitas Kinerja Prioritas OPD
Indikator Kinerja :
e Jumlah Pembangunan / Pengembangan Aplikasi dan Penataan
Arsip Digital Kepegawaian
3. Akuntabilitas Indikator Kinerja Khusus OPD
Indikator Kinerja :
e Katagori Nilai RB BKD
e Katagori Nilai Evaluasi AKIP OPD
e Persentase Tindak Lanjut LHP OPD
e Katagori Nilai LPPD OPD
e Katagori Inovasi OPD
e Katagori Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD
e Persentase Pencapaian MCP Renaksi KPK
e Katagori Capaian Realisasi Anggaran ( TEPRA )
e Katagori Indeks Profesionalisme ASN
E. Strategi

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian daerah adalah:

1) Perencanaan, pengembangan dan pola karier PNS melalui Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja

2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur
dengan memanfaatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang
mengacu pada standar pelayanan atau standar operasional
prosedur (SOP)

4) Mengoptimalkan motivasi dan etos kerja pegawai terhadap
penyelesaian pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan

administrasi kepegawaian guna mengantisipasi tuntutan
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masyarakat akan pelayanan yang cepat,tepat, akurat dan

akuntabel.

F. Kebijakan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Terselenggaranya promosi jabatan secara terbuka dan penempatan
PNS sesuai dengan komposisi dan kompetensi

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik yang
bersifat formal dan non formal.

Penetapan standar operasional prosedur (SOP) minimal dalam
bidang pelayanan guna mewujudkan tertib administrasi
kepegawaian.

Fasilitasi penghargaan terhadap sumber daya aparatur berbasis
kinerja.

Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan
kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan dalam
meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur.
Mensinergikan potensi internal dan eksternal dalam upaya
membangun komunikasi baik dalam bentuk koordinasi maupun
konsultasi, guna meningkatkan hubungan kemitraan dalam skala

lokal dan nasional.

G. Program / Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
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c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Data Kepegawaian

- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
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b. Mutasi dan Promosi ASN

Pengelolaan Mutasi ASN
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Pengelolaan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN

Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

Pembinaan Disiplin ASN

Pengelolaan Penyelesaian Pelaggaran Disiplin ASN

Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

H. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Eselon II, III dan IV

telah disusun satu dokumen tersendiri dan telah ditandatangani oleh

Gubernur Bengkulu dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

(terlampir).

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan

yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang

menerima amanah/

memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja.
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Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji
kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah
kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan
capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/
unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR CAPAIAN TARGET
STRATEGIS KINERJA FORMULA PENGHITUNGAN EXISTING 2024
Tujuan 1 : Kualifikasi (Pendidikan Terakhir),
Meningkatnya Kompetensi (Diklat PIM, Diklat
Profesionalisme Indeks Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan 64.23
1 Aparatur Profesionalitas Seminar/Workshop/sejenis), Kinerja ’ 63%
Pemerintahan ASN (Nilai SKP) dan Disiplin (tidak/pernah
terkena hukuman disiplin
ringan,sedang,berat)
Sasaran 1.1 :
Meningkatnya Persentase ASN . Jumlah ASNyang
Kinerja Kepegawaian yang Sesuai Dikembangkan Kompetensinya \ )
Daerah dengan Standar x 100 % 89 88,30%
L1 Kompetensi Jumlah ASN
Persentase ASN Jumlah Seluruh Pelaksana
yang Sesuai yang Ditemp.atkar‘l Sesuai .
dengan Standar Kualifikasi x 100 % 91,86 90,29%
Kualifikasi Jumlah Seluruh Pelaksana
Sasaran 1.2 : Tai
Jumlah ASN D Nil
Meningkatnya Per.sentase PregiIII{lai Kinerja le\z/ﬁi?rr;allglalik 0
Kinerja dan Tingkat P(?mngkatan < 100 % 89,25 88,10%
Kedisiplinan ASN Kinerja ASN Jumlah ASN
Jumlah Hukuman Disiplin
1.2 Tingkat Sedang/Berat yang
Persentase Ditindaklanjuti
o, 0,
Disiplin ASN Jumlah Hukuman Disiplin x 100 % 100 100%
Tingkat Sedang/Berat yang
Dilaporkan ke BKD
Tujuan 2 :
2 Meningkatnya Tata Nilai SAKIP BKD BB A BB
Kelola BKD
No. Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.13.201.715.554- APBD
o, | Program Kepegawaian Daerah Rp. 3.875.550.000,- APBD
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PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS OPD TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

CAPAIAN SUMBER
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA EXISTING TARGET PENDANAAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6)
Digitalisasi Jumlah Pembangunan
Pelayanan /Pengembangan o o
1 Kepegawaian | Aplikasi Arsip digital 4 Aplikasi | 2 Aplikasi APBD
Kepegawaian
PERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KHUSUS TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
NO URAIAN TARGET 2024 OPD
1 | Nilai RB OPD B Seluruh OPD
2 | Nilai Evaluasi AKIP OPD BB Seluruh OFD
Seluruh OPD
3 | Persentase tindak lanjut LHP OPD 75% cur
4 | Nilai LPPD OPD 100% Seluruh OPD
5 | Kategori Inovasi OPD Inovatif 29 OFD
6 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD | Menuju Informatif Seluruh OPD
. . 80% Seluruh OPD
7 | Persentase Pencapaian MCP Renaksi KPK 0
8 | Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA) 95% Seluruh OPD
9 | Indeks Profesionalisme ASN 63 Seluruh OPD
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu dan Gubernur Bengkulu, untuk mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil. Pada akhir tahun 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan
melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Sesuai
dengan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu.untuk menentukan berhasilnya atau tidak dalam mencapai
misi, sasaran dan target target dalam Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 serta kesimpulan
akhir kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 yang
ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Dearah dan Gubernur.
Tabel 3.1
Indeks Profesionalitas ASN

Target Realisasi % Capaian
N
o Sasaran Satuan 2024 Th 2023 | Th 2024 2024
1 Indeks Profesionalitas Angka 63 39,99 64,23 100
ASN
Persentase capaian sasaran ini adalah : 100

Sumber dari Badan Kepegawaian Negara Per Oktober 2024

Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII
Nomor : 435 / B-BM.02 / SD / KR.VII / 2024 tentang Penyampaian Hasil

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor
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Regional VII BKN. Indeks Profesionalitas Tahun 2024 yaitu 64,23*
( berdasarkan Data 2023 ). Penilaian Kinerja ASN dilakukan dalam peroide
tahunan atau jangka waktu tertentu , di akhir tahun 2024 kinerja dan
data terkait dengan profesionalitas ASN sepanjang tahun tersebut akan di
himpun dan dievaluasi. Oleh karena itu, hasil penilaian akan baru bisa
diterbitkan pada tahun berikutnya, di tahun 2025. Inilah sebabnya
mengapa hasil penilaian indeks profesinalitas untuk Tahun 2024 baru
dapat di umumkan pada tahun berikutnya. Sehingga Indeks Tahun 2024
masih menggunakan data Tahun 2023 dan bila dibandingkan dengan
Indeks Profesionalitas terjadi perbedaan hasil dibandingkan dengan target
yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu yaitu 63%. pada tahun 2024 perhitungan Indeks Profesionalitas
berdasarkan Peraturan Menpan RB No0.38 Tahun 2018 tentang
pengukuran IP ASN dan Perka BKN No.8 Tahun 2019 tentang tata cara.
Pelaksanaan Penilaian Indeks Profesinalitas ASN dari BKN Regional VII
Palembang mulai menggunakan Aplikasi terhitung di Tahun 2023.

Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dimana dalam
Pengukuran Indeks Profesionalitas tersebut ada indikator-indikator yang
harus kita penuhi wuntuk mengisi Aplikasi Pengukuran Indeks
Profesionalitas dintaranya : Kualifikasi (Pendidikan Terakhir ), Kompetensi
( Diklat PIM,Diklat Teknis 20 JP Pertahun dan
Seminar/Workshop/sejenisnya), Kinerja (Nilai SKP) dan Disiplin
(tidak/pernah terkena hukuman disiplin ringan,sedang,berat). dengan
ketetapan Peraturan tersebut itulah yang kemudian menjadi indikator-
indikator yang berbeda kemudian terjadilah perbedaan hasil.

Indeks profesionalisme ASN ditahun 2024 dengan katagori tercapai
dari realisasi yang ditentukan namun berada dalam katagori rendah
untuk tahun 2024 yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang
saling berkait. Faktor-faktor ini bisa mencangkup kurangnya pelatihan
atau pendidikan lanjutan dibidang tertentu serta kurangnya upaya untuk

meningkatkan keterampilan dan kompetensi profesional.
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Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Nilai
Indeks  Profesionalitas sehingga terjadi peningkatan Indeks
Profesionalisme di Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- Permasalahan sosialisasi dan penyampaian informasi akan
pentingnya pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan
pengukuran Indeks Profesionalisme ASN melalui surat ederan
kepada perangkat daerah.

- Mendorong ASN untuk mengikuti kegiatan Pengembangan
kompetensi melalui webinar, coaching dan mentoring dan
kegiatan  pengembangan  kompetensi lainnya  dengan
pembiayaan yang relatif terjangkau.

- Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat sebagai dasar
penganggaran untuk pengembangan Kompetensi ASN.

Berikut kami uraian target kinerja dan capaian kinerja berdasarkan
Perjanjian Kinerja Kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

dengan Gubernur Bengkulu Tahun 2024 :

Indikator Sasaran I : Meningkatnya Kinerja Kepegawaian
Daerah, dengan indikator:
Tabel. 3.2
Indikator Kinerja Sasaran I
. Target Realisasi % Capaian
No Uraian 2024 | Th 2023 | Th 2024 2024
1 | Persentase ASN yang 88,30 % 87,30% 89% 100 %
sesuai dengan Standar
Kompetensi
2 Persentase ASN yang 90,29% 90,00% 91,86% 100%
sesuai dengan Standar
Kualifikasi
Persentase capaian sasaran ini adalah : 100%

Sumber : Bidang Pengembangan Aparatur, 2024
a. Persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kompetensi

Berdasarkan tabel 3.2 di atas realisasi persentase ASN yang sesuai
dengan Standar Kompetensi Tahun 2024 sudah tercapai yaitu sebesar
100%, dan bila dibandingkan dengan tahun 2023 layanan Standar

Kompetensi juga mencapai 100%.
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Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dapat berbentuk
pendidikan dan Pelatihan . Pengembangan Kompetensi dalam bentuk
pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian
ASN melalui pendidikan formal. Secara umum Strategi peningkatan
Kinerja ASN di Badan Kepegawian Daerah Provinsi Bengkulu dapat
dikatakan sudah berjalan denga baik dan sesuai dengan Harapan.

Hal ini tergambar dimana persentase ASN yang sesuai dengan Standar
Kompetensi pada Tahun 2024 ditargetka sebesar 88,30 % dengan
realisasi sesuai dengan yang diharapakan yaitu 89%. Dengan
pelaksanaan pengembangan Komptensi yang merata dan
berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai
serta Organisasi sehingga kualitas Pelayanan Publik Semakin Prima.

b. Persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kualifikasi

Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penetapan

penempatan jabatan pelaksana sesuai dengan kualifikasi,

kompetensi dan kinerja PNS yang ideal dalam mendukung
kebutuhan organisasi dan penyelesaian proses mutasi/pindah PNS
masuk ke Pemerintah Provinsi Bengkulu; antar Kabupaten/Kota
dalam wilayah Provinsi Bengkulu; dan dari Pemerintah Provinsi

Bengkulu ke Kementerian/Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi/Pindah antar OPD atau dari dan dalam jabatan pelaksana
sebanyak 314 orang;

2. Mutasi/pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Bengkulu
sebanyak 175 orang

3. Mutasi/Pindah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi
Bengkulu sebanyak 106 orang;

4. Mutasi/pindah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke
Kementerian/Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain sebayak 40
orang.

Adapun dalam hal ini, jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil

yang menduduki jabatan pelaksana adalah sebanyak 3.689 Pegawai,
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yang terdiri dari 1.744 Pegawai Jabatan Pelaksana Laki — Laki dan
1.945 Pegawai Jabatan Pelaksana Perempuan.

Pelaksanaan mutasi pegawai telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Mutasi, dalam Pasal 1 Point (2) murtasi PNS perlu
memperrhatikan aspek serbagai berikut:

Kompetensi;

Pola karier;

Pemetaan pegawai;

Kelompok rencana suksesi (Talent Pool);

Perpindahan dan Pengembangan karier;

Penilaian prestasi kerja/kinerja dan prilaku kerja;

Kebutuhan organisasi;

Sifat pekerjaan terknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi
jabatan.

YV YV VYVYVYYVY

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan
penempatan pegawai masih ada beberapa yang belum sesuai kompetensi
(latar Pendidikan dan jenjang Pendidikannya) hal ini juga dampak dari
perubahan aturan terkait nomenklatur jabatan pelaksana yang ada, yaitu
Perubahan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 41 Tahun 2018 Tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Lingkungan Instansi Pemerintah telah dicabut dan digantikan dengan
Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, ada sekitar 300
pegawai jabatan pelaksana yang belum sesuai dengan kompetensi dimiliki

pegawai tersebut sehingga dapat dihitung jumlah persentase pegawai yang
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telah sesuai dengan kompetensi Pendidikan yang dimiliki pegawai lainnya

dengan cara:

Jumlah Pegawai Sesuai Kompetensi

Jumlah Pegawai Jabatan Pelaksana X 100%

Jumlah Pegawai Jabatan Pelaksana: 3.689 Pegawai
Jumlah Pegawai Belum Sesuai Kompetensi: 300 Pegawai
Jumlah Pegawai Sesuai Kompetensi: 3.689 — 300 =
3.389 Pegawai
Sehingga, 3.389 / 3.689 = 0.9186 X 100% = 91,86% (Pegawai
pelaksana sesuai kompetensi).
Terwujudnya dan tersusunnya persentase ASN sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS yang kompeten tinggi dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebanyak 91,86 %.
Indikator Sasaran II : Meningkatnya Kinerja dan Tingkat
Kesiplinana ASN, dengan Indikator :

Tabel. 3.3
Indikator Kinerja Sasaran II

) Target Realisasi i
No U % C 2024
raian 0024 Th 2023 | Th 2024 o Capaian
1. | Persentase Peningkatan | 88,10 % 88,00% | 89,25% 100 %
Kinerja ASN
2. | Persentase Disiplin 100% 100% 100% 100%
ASN
Persentase capaian sasaran ini adalah : 100%

Sumber : Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 2024

Dalam Rangka mendukung Indikator Kinerja Sasaran II diatas analisa
perbandingan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya maupun pada
indicator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks
Prefesionalis ASN. Indikator Kinerja kegiatan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur yaitu Persentase peningkatan Kinerja ASN Provinsi

Bengkulu yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar yaitu sebesar
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88,10 %. Dari hasil perhitungan dengan data dukung berupa jumlah
SKP yang bernilai baik didapat realisasi sebesar 89,25 %. Nilai ini
termasuk dalam katagori Capaian Kinerja yang berhasil.

Indikator sasaran ini diukur dengan Jumlah ASN dengan Nilai Predikat
Kinerja Minimal Baik dibagi dengan Jumlah Seluruh ASN yang ada
dilingkungan Provinsi Bengkulu dikali 100%. Hal ini menggambarkan
bahwa ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki Integritas,
Tanggung jawab dan disiplin yang baik.

Indikator Disiplin ASN yaitu persentase peningkatan Disiplin ASN
yang ditetabkan pada tahun 2024 100 %. Dari hasil perhitungan
dengan data dukung berupa jumlah kasus yang selsaikan didapatka
realisasi sebesar 100 %. Nilai ini termasuk dalam katagori capaian
Kinerja yang berhasil.

Masalah Kesiplinan inilah yang menuntut kepala Birokrasi
Kepegawaian dari pusat sampai daerah untuk bertindak tegas, arif dan
bijksan dalam mengambil suatu keputusan Hukuman atau Sanksi
mengenai pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN. Ketegasan
sangat diharpakn dalam memberikan sanksi terhadap ASN yang
Indisipliner sebagai sebuah terapi dan pembelajaran juga upaya dalam
mewujudkan ASN yang berkualitas dan memiliki dedikasi yang tinggi
terhadap tanggung jawabnya sebagai Abdi Masyarakat.

Ditahun 2024 terdapat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang dijatuhkan hukuman disipilin tingkat sedang dari/ atau
berat, dan dan dijatuhi Sanksi Moral Karena pelanggaran Kode Etik,
ASN berjumlah 12 (dua belas) ASN dan semuanya sudah dalam
penyelesaian SK Gubernur . Sesuai dengan persentase dari kasus yang
masuk ke Badan Kepegawian Daerah dan empat kasus tersebut
terselesiakan samapai SK Gubernur. Dari kasus yang diselesiakan ini
nilai persentase peningkatan Disiplin ASN dalam katagori berhasil.

Bahwa kegiatan berupa melakukan evaluasi dan memfasilitasi
pengaduan terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil. Beberapa tahapan
yang dilakukan diantaranya :
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a. Kegiatan Pengelolaan Disiplin ASN

- Melakukan pemantauan kehadiran PNS melalui aplikasi e-Kinerja

- Menyurati setiap OPD untuk menindaklanjuti PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin dan dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- Menerima laporan atau pengaduan.

b. Memfasilitasi Penyelesaian Disiplin ASN

- Menindaklanjuti setiap Laporan / Pengaduan yang berkaitan
dengan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.

-  Menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan dan hasil rekomendasi
tim pemeriksa dengan melaporkan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman
disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Memfasilitasi Penyelesaian Disiplin ASN

- Di Tahun 2024, terdapat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau
berat, serta dijatuhi sanksi moral karena melakukan pelanggaran
kode etik ASN

- Terdapat Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang belum
selesai dan masih berproses sampai saat ini, berupa Pembentukan
dan pemeriksaan Tim Pemeriksa serta Proses Penghentian Gaji oleh
Perangkat Daerah masing-masing.

Output Keluaran :

1) Indikator Keluaran (Output)
- Terselesaikannya kasus disiplin kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
- Pengelolaan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
- Proses Penjatuhan dan Pemberian Hukuman Disiplin Tingkat
Sedang-Berat
2) Indikator Hasil (Outcome)
- 1 (Satu) Dokumen laporan hasil pengelolaan penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN
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Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN, yang
akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis lebih
dahulu dari pejabat yang berwenang, ASN hanya dapat melakukan
perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu
atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini :

1) Salah satu pihak berbuat zinah

2) Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi
yang sukar disembuhkan

3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/
kemauannya

4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah
perkawinan berlangsung

5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan
visum et repertum dari dokter pemerintah

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukum lagi
dalam rumah tangga

Adapun Tahapan Pelaksanaan Penerbitan Surat Keputusan
Izin Perceraian atau Surat Keterangan untuk melakukan
perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,
diantaranya :

1) Menerima berkas yang masuk ke BKD, yang sebelumnya telah
dilakukan Mediasi / Klarifikasi Izin Perceraian di Perangkat
Daerah masing-masing.

2) Memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan.

3) Melaksanakan pemeriksaan klarifikasi izin perceraian kepada
suami-isteri di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

4) Selanjutnya dinaikan telaahan staf kepada Bapak Sekretaris
Daerah Provinsi Bengkulu guna dilakukan pembahasan
dan/atau pemeriksaan oleh Tim Pertimbangan Pemberian /
Penolakan izin perceraian di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu.

5) Setelah dilakukan rapat dan disetujui oleh Tim Pertimbangan
Pemberian / Penolakan izin perceraian tersebut di atas, maka
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dinaikan draf Surat Keputusan Pemberian / Penolakan Izin
Cerai sesuai dengan keputusan Tim untuk ditandatangani oleh
Bapak Sekretaris Daerah.

Adapun di tahun 2024 jumlah ASN yang telah diberikan
Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian berjumlah 31
Pemohon, sedangkan di tahun 2023 jumlah ASN yang telah
diberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian berjumlah
29 Pemohon

Berikut rincian Pemohon yang telah diterbitkan Swurat
Keputusan Izin Cerai di Tahun 2024 :

- Pemohon Wanita berjumlah :24 Orang
- Pemohon Pria berjumlah : 7 Orang

- Sedangkan yang Sudah selesai dilakukan klarifikasi izin
perceraian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
dan sudah disetujui melalui Rapat Tim di Tahun 2024, namun
masih dalam Proses Penerbitan Surat Keputusan, berjumlah 5
Orang.

Adapun alasan ASN mengajukan izin perceraian di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu selama Tahun 2024
diantaranya :

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukum lagi
dalam rumah tangga, sebanyak 29 Pemohon.

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuan / kemauannya,
sebanyak 2 pemohon.

Output Kegiatan :

Indikator Keluaran (Output)

- Terselesaikannya permohonan penerbitan Surat Keputusan atau
Surat Keterangan Melakukan Perceraian

- Proses permohonan Surat Keputusan atau Surat Keterangan
Melakukan Perceraian.

Indikator Hasil (Outcome) berupa Dokumen Proses Izin Perceraian
Pegawai yang dilayani.
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Sasaran_indikator III: Meningkatnya Capaian Kinerja OPD, dengan

indikator:
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran III Nilai SAKIP
. Target Realisasi % Capaian
No Uraian Satuan 0024 P — Th 2004 0024

1 Evaluasi Nilai Dokumen BB BB A BB
SAKIP

Persentase capaian sasaran ini BB

Sumber : Sub. Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, 2024

Analisa Sasaran III :

Hasil Pelaksanaan Kegiatan : bahwa nilai Evaluasi Sakip Tahun 2024
tercapai realisasinya yaitu A, dari target BB yang telah di tetapkan.
Untuk mencapai dokumen perencanaan yang handal membutuhkan
waktu dan rangkaian pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan/
terus menerus mulai dari rapat internal di organisasi Perangkat Daerah
sampai dengan mengikuti rapat koordinasi dengan mitra kerja TAPD
(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan sampai ke tingkat keputusan di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan Pelaporan Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pengambilan
data kepegawaian dengan cara mendatangi BKD Kabupaten/ Kota se
Provinsi Bengkulu dan memperoleh Data Kepegawaian PNS di
Lingkungan Pemeintah Provinsi Bengkulu dengan cara mengirim surat
dan menerima/ menjemput data OPD agar data yang didapat akurat.
Serta sinergitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian/ Lembaga terkait dan belajar dengan BKD Provinsi lain
yang Dberprestasi, dan berproses selama 12 Dbulan sehingga
menghasilkan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Profil BKD
Provinsi Bengkulu.

Output (Keluaran) Kegiatan:
Adanya dokumen-dokumen pendukung untuk SAKIP

a. Rencana Strategis (Renstra)
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Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.

Tahun 2024 merupakan periode tahun ke 5 (Lima) RPJMD, setelah
adanya evaluasi Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Bengkulu
mengalami perubahan pada capaian indikator kinerja.

. Rencana Kerja (Renja)

Renja OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun,
yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

. Kerangka Acuan Kerja dan Lembar Kerja (KAK dan LK)

Penyusunan KAK dan LK Tahun 2024 sudah di laksanakan, hal ini
dibuktikan dengan adanya dokumen KAK dan LK awal maupun KAK
dan LK perubahan, namun dalam penyusunannya masih belum
maksimal. Perlu kami informasikan Dokumen KAK dan LK belum
memiliki regulasi/ aturan hukum yang jelas, kondisi tersebut dapat
dilihat pada pelaksanaan kegiatan yang berjalan belum mengacu
pada KAK dan LK yang telah disusun.

. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.

a. Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA)
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DPPA OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

. Laporan Kinerja (LAKIP)

Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Lakio merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan
kinerja yang dicapai oleh suatu intansi pemerintah atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiaya APBN/ APBD.
Laporan kinerja disusun pada akhir tahun. Dengan adanya sistem
SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “berapa besar dana
yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “berapa besar kinerja
yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar

tujuan yang telah ditetapkan adalah akhir periode bisa tercapai”.

1. Kendala Dan Hambatan:

b.

Kurangnya SDM sesuai kebutuhan dibidang laporan maupun
evaluasi

Kurangnya minat dan semangat aparatur dibidang perencanaan,
evaluasi dan pelaporan dalam mempelajari tupoksi dan dokumen
perencanaan.

Kurang kooperatifnya bidang dalam hal penyampaian data

perencanaan maupun data laporan kegiatan.

2. Rekomendasi Dari Hasil Kegiatan:

a.

Perlunya koordinasi dan sinkronisasi BKD Provinsi Bengkulu
dengan BKD Kabupaten/ Kota terkait Profil BKD.

Perlunya data yang akurat tentang kepegawaian untuk profil BKD
Perlunya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang

tersusun secara sistematis.

Hasil dari Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
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2. Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 3.5
Kegiatan Prioritas OPD Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu.
' Target Realisasi 9 i
No Uraian In(?hka‘.cor 5004 Yo Capaian
Kinerja Th 2023 | Th 2024 2024
1 | Digitalisasi | Jumlah 2 2 4 100

Pelayanan Pembanguna/ | Aplikasi | Aplikasi | Aplikasi
Kepegawaian |[Pengembangan
Aplikasi
Kepegawaian
Persentase capaian sasaran ini adalah : 100

Sumber : Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, 2024

Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2024 yaitu Digitalisasi Pelayanan
Kepegawaian dengan 2 Aplikasi yang dikembangkan untuk tercapinya
Target Prioritas, adapun realisasi dari Kegiatan Prioritas tersebut adalah;
ada tiga ( 3 ) Aplikasi yang dikembangkan tersebut adalah: Pengembangan
aplikasi Layanan Informasi Kepegawaian Elektronik (LIKE), Pengembangan
aplikasi Sistem Informasi Indeks Professional Aparatur Berakhlak
(SiKresna) , Pengembangan website profil Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu dan Pengembangan aplikasi Sistem Pengolahan Non
ASN (SiNonA) Provinsi Bengkulu.

Pengembangan aplikasi Layanan Informasi Kepegawaian

Elektronik (LIKE)

Untuk tahun 2024 pengembangan aplikasi LIKE telah dilakukan

beberapa pengembangan antara lain:

- Pembaharuan tampilan riwayat golongan, jabatan, pendidikan,
diklat, kursus, angka kredit, penghargaan yaitu dapat
menampilkan file sk dari Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
(SIASN), dan menyesuaikan kolom referensi baru pada riwayat

dari BKN.
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> we

Menampilkan 3 dari 3 data

© Profil ASN — Layanan Informasi X

bengkuluprov.go.id

@ @ W okarianndi
@

1B

. £03 1AnUIN LU1D Sy maiet £uss vt vaiuan cuto Mo£LuUUIIYIO 20 wesenwe LU

Preview Data Golongan

1 dari1

Detail Riwayat

bengkuluprow.go.id

+  Perbesaran Otomatis v

PEMERINTAH PROVINS| BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
Website: hitps./bkd. K .g0.1d; e-mail : sekrelal luprov.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : SK. 823 - A.53 TAHUN 2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR BENGKULU

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cukup
cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggy;
Mengingat 1. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968;

B Profil ASN — Layanan nformasi X+

g
. renuman
1 D=1 MANAJEMEN INFORMATIKA *
2 SMK TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
3. SMP
4 SEKOLAH DASAR

Menampilkan 4 dari 4 data

Preview Data Pendidikan

@ @ . okarianndi -
L _J

rangga Lus Tanun Luns T azan HRs1
01 Januari 2012 2012 - eoo
13 Juni 2009 2009 DN-26 Mk 0004108 cae
26 Juni 2006 2008 DN-26 DI 2413264 coo
28 Juni 2003 2003 26 Dd 0024467 cao

Perbasaran Otomats.

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024

67



bengkuluprow.go.id

; Fungsional  Pranata Komputer
Tertentu Terampil
s Fungsional PRANATA KOMPUTER

Umum PELAKSANA

Menampilkan & dari 8 data

Preview Data Jabatan

1/ darin

E profil 45N — Layanan Informas

O —— P r v
Daerah Provinsi PROVINSI - September September
Bengkulu BENGKULU 2017 2017

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN

e ey DEWAN 01 Januari 01 Januari
(e PENGURUS 2015 2015
KORPRI

— 4 Parbesaran Otomatis

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNQSIONAL PRANATA KOMPUTER
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINST BENGKULU
DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
OUBERNUR BENOKULU,

Menimbang  © bahwa untuk menglsi kebutuhan jabatan yang lowong, Sdr. NASUHA, AMd

NIP, 19901020 201501 2 001 Pangkat/Golongan Pengatur Tk. I {Il/d) Jabatan
Fungsional Pranata Komputer Terampil/Pelaksana telah memenuhi sy dan
dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

]

a WURRSHUE|
SEJENISNYA

2. Peraturan Pemerinah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawal Negerl Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

. profil ASN — Liyaran informas %

BESUM JAWS |Imur

Undang ASN 2023-Apa Yang Baru?" 37/205.3/2023

5 DIKLAT TEKNIS Video Content Creator Batch 2 Kementerian Komunikasi Informatika  TA/2022/3090/1463090100-1503

Menampilkan 5 dari 5 data

Preview Data Kursus

Perbesaran Ctamatis

SERTIEIKAT
o
o] &

J‘:?::J:‘::;:“:hi:::: oot ' f
SI -IKAT

NASUHA

yang telah berpartisipasi sebagai Peserta pada Diklat Toknis Dalam

jar dengs a:
Mastering your Jobs untuk mesmenuhi 2 Jam Petajasan (JF)
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£ profil ASK — Layanan informas)

. :::a:: 800/237110.PPIK/
puine BKD
Terampll
o | pone 850/02-PAKI .
: o DKS/2023
Terampil

Menampilkan 9 dari 8 data

Preview Data Angka Kredit

1 okober 07 {Jutl) o 2023 125
2023 . (September)
17 Januari
. 2023 01 {Januari) 12 (Desember) 2021 7237

Perbesaran Otomats

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JL. Pembangunan Ne. 1 Padang Harapan Bengkulu 38225

e-mail: sekretariat@bkd. bengkuluprov.go id

Instansi: Pemerintah Provinsi Bengkulu

KONVERSI PREDIEAT KINERJA KE ANGEA EREDIT
NOMOR: 800 [ I5.1/0F. f\k /BKD

Masa Penilaian : 01 April 2023 s.d. 30 Juni 2023

PEJABAT FU

L YANG DINILAIL |

L]

No. Jenls Penghargaan

SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN

Preview Data Penghargaan

1 darit

Menimbang

© Profl ASN — Loyanan iformas: X

Tgl. Surat Keputusan Tahun File Dokument

28 April 2018 2016 -

No. Surat Keputusan

22(TK/TAHUNZ2016

Perbesaran Otomatis

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /TK/TAHUN 2016
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

-dst -
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- Penambahan tampilan Profile ASN

& pro#s ASH — Layanan intorma:

bangh

Profil ASN
PNS » Profil ASN

Tampilan Data ASN

NASUHA, A.Md

Pangkat / Golongan :
NP BARY 198010202015012001 o e
Panata Muda (llfa)

NIP LAMA
Jabatan :

Pranata Komputer Mahir

Unor Nama :

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Unor Induk Nama :

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Pata L Piata Riw

Data Utama Data Riwayat
Posm@halan Data Lainnya
Data Pribadi
Nama Tingkat Pendidikan
NASUHA Diplama lil/Sarjana Muda
Gelar Depan Gelar Belakang Pendidikan Terakhir
Ana D1l MANAJEMEN INFORMATIKA
NIP Baru NIP Lama Jenis Dokumen Nomor Dokumen
198010202015012001 Pt 1702188010800002
Tanggal Lahir Tempat Lahir Agama
20 Okiober 1990 GENGKULU siam
Jenis Kelamin Email

& Prof ASH — Layanan Inormasi % ¥

bengkuluprov.go.id

@ v owarianndi

@ @ . okarianndi ~
L _J

DEUEN REPEgAWEIEN UEETEn FTOvINs Dengkuiu

DataUtama  Data Riwayat

Pengajuan PMK P. Instansi

Golangan/KP Pendidikan
£ = @ @

Kedudukan CLTN Jabatan Diklat dan Angka Kredit Huk, Disiplin

Hukum Kursus

o

av Iy # ]
CPNS/PNS Orang Tua Pasangan Anak Penghargaan
Organisasi Kinerja KGB Potensi

Copyright @ Badan Kepegawaian Darah Provinsi Bengkulu | Layanan Informasi Kepegawalan Elektronik (LIKE) 2025
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- Pembaharuan konfigurasi integrasi data pada riwayat jabatan,

diklat, kursus, dan penghargaan sehingga dapat menambahkan

riwayat langsung dari aplikasi LIKE.

bengkuluprov.go.id

Jenis Mutas
Pilin Jenis Mut
Penugasa
Pilih Jenis Ponug

Tambah Data Riwayat Diklat

NP Nama

Pangkat/Galangan Unit Organisasi

Institusi Penyelenggara

Tanggal Mulai * Tanggal Selesai * Tatun Durasi {Jam) *

hh /BB f =] nh BB/ [=]

Tambah Data Riwayat Kursus

Pangkat/Golongan Unit Organisasi

Jenis Diklat *

-- Pilih Diklat --

Mama Dikiat *

Mo. Sertifikat *

Institusi Panyelenggara *

Tanggal Mutai * Tanggal Selasai = Tahun Diklat = Durasi lJam) *
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- Pembaharuan konfigurasi integrasi data pada riwayat diklat,
kursus, dan penghargaan sehingga dapat menghapus riwayat

langsung dari aplikasi LIKE.

Menampilkan 10 + data Cari
Jenis Diklat |
No ¢ Kursus Nama Diklat / Kursus Institusi Penyelenggara Mo Serfikat Tahun Dokument Aksi

Program Kemendagri Merdeka Belajar
. Badan Pengembangan Sumber Daya
1 DIKLATTEKNIS dengantema : SosialisasiKebljakan Undang- \\,ia Kemenirian Dalom Negeri - 2024 000
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ! g -
Republik Indonesia

Aparatur Sipil Negara C, Detall Riwayat

& Hapus Data
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Wil Hapus Data
B-071/32000/EVT/KP.310/10/2023 2023 .

2 DIKLAT TEKNIS RabuRebi: Basic Python & Web Scrapping
Barat ’

Penghargaan

No. Jenis Penghargaan No. Surat Keputusan Tgl. Surat Keputusan Tahun FileD

2, Detall Riwayat |

1 SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN 22/TK/TAHUN2016 28 April 2016 2016 l W Hapus Data

- Penyesuaian data Unit Organisasi berdasarkan tabel referensi

dari BKN.
e Penambahan modul Data Statistik ASN.

Statistik

LEREting -- Pilih Jenis Statistik -- =
|

-- Pilih Jenis Statistik -

Copyrig
Jumlah ASN

Jumiah ASN berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah
Jumliah ASN berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dan Tingkat Pendidikan
Jumlah ASN berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Jabatan

lmiah ASN hardacarkan Nrnanicaci Darannkat Naarah dan lahatan Bine

e Penambahan modul tambah data ASN.

e Serta beberapa perbaikan (bug aplikasi).
Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Indeks Professional
Aparatur Berakhlak (SiKresna)
Pengembangan aplikasi dilakukan untuk peningkatan indeks
professional ASN pada Pemerintah Provinsi Bengkulu secara digital
antara lain :
- Penambahan Tampilan Dashboard, terdapat nilai Indeks

Profesional Aparatur Provinsi Bengkulu dan Nilai Indeks

Profesional Aparatur OPD.
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SI-KRESNA

bengkuluprov.ge.id

Q Hi, Administrator ~

& Dashboard

©2  Pengaturan Sistem

Pegawai

+  Rekon Data

Indeks Penilalan

8  Cetak Data

Dashboard

a Hc.—,,*

A L%
w(‘ )$
)

BKD PROVINSI BENGKULU

bengkuluprov.go.id

Selamat datang,

Administrator

Sistem Informasi Indeks Profesional Aparatur (SiKresna) Berakhlak Provinsi Bengkulu yang

merupakan integrated-app dengan Web Service SIASN Badan Kepegawalian Negara Rl dan

n Elektronik (LIKE) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Layanan Informasi Kepegaw:

Bengkulu. SiKresna sebagai alat untuk membantu peningkatan IP-ASN Provinsi Bengkulu.

alitas ASN (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN datam
melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran IP ASN tidak hanya bermanfaat bagi sebuah organisasi
atau instansi pemerintah, melainkan juga para pegawai juga masyarakat. Bagi pegawai yang
diukur, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat

profesionalitas sebagal Pegawai ASN. Bagi instansi pemerintah, pengukuran ini digunakan

sebagal dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawal ASN secara organisasional

Yang terakhir bagi masyarakat, manfaatnya adalah sebagai instrumen kontrol sosial agar

pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik

SI-KRESNA

®  Dashboard

©Z  Pengaturan Sistem

Pegawai

+  Rekon Data

Ind

Penilaian

B  Cetak Data

Sistem Ini Terintegrasi dengan :

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DOLLKE
BKD Provinsi Bengkulu

Nilai Indeks Profesional Aparatur Provinsi Bengkulu (2 September 2024)

Nilal Indeks Profesional Aparatur Provinsi : 64,603878440123%

Dashboard

@ Nilai Kui
Nilai Kompatensi

Nilai Kinerja

@ Nilai Disiplin

bengkuluprov.go.id

SI-KRESNA
Dashboard
Nilai Indeks Aparatur Badan Daerah Provinsi Bengkulu (2 September 2024)
Pengaturan Sistem > Nilai Indeks Profesional : 80,6306 12244898% i Kuaiifikasi
i Kompetensi
Pegawai > i Kinerja
i Disiplin
Rekon Data >

Indeks Penilaian

Cetak Data >
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- Penambahan Tampilan pada Halaman Data Rekon SKP

SKkP — Sistam infor X | Oata Rakan SKP — Sistem

bengkuluprov.go.id

Data Rekon SKP

SI-KRESNA
L] ht d
e Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Lo t >
- >
+ © owansenske o000
kP
Jumlah Berdasarkan Status
I o
ST o
5 N Tiaak Dissaiot
o
o
L= o1cocon S
10
[voticai 3 :18
Mer 108 data
Tanggal Tanggal
No Nama/NIP Tahun Peraturan Dibuat Diupdate Status Aksi

- Penambahan fungsi verifikasi, kirim data ke SIASN, cek data SKP
ke SIASN dan kirim file SKP ke SIASN.

bengkuluprov.go.id)

& Dasht
Hasil K Rating Hasil K
B Pengat £ >
2 SESUA| EKSPEKTASI
e >
Peritaku Kineria Rating Perilaku Kinerja
+  Rakon Data ~
2 SESUAI EKSPEKTAS]
SKP
Dkl
Kuadran Kerja Rating Kuadran Kerja
B indeks Penil S Al
8  Cetak Data >

Pesan Gagal Rekon / Tidak Disetujui

bengkuluprov.go.id

SI-KRESNA @ . Administrator -

Data Rekon Riwayat SKP

L >
= r >

Data Rekon Riwayat SKP
+  Rekon Data v

198710242011011003 / DODY REFSA CARLIUS, S.Pd

O Dinas Parididiican den Kebudayasn Provins Benakitu
Indeks Penilaian O Status Berkas

Status SIASN
Data
File

Pesan

Detail Riwayat

Menampilkan 104 data

Tahun ' Hasil Kinerja Perilaku Kerja Kudran Kinerja
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SI-KRESNA

o Dashbeard

B2 Pengaturan Sistem

Pegawai

+  Rekon Data

SKP

Indeks Penilai

8 cetak Data

SI-KRESNA

&  Dashboard

%% Pengaturan Sistem

& Pegawai

+  Rekon Data

SKP

Diklat

Indeks Penilaian

8  Cetak Data

SI-KRESNA

& Dashboard

0% Pengaturan Sistem

& Pegawai

+  Rekon Data

SKP

Diklat

Indeks Penilaian

8  Cetak Data

bengkuluprov.go.id

Data Rekon Riwayat SKP

Data Rekon Riwayat S

KP

@) i Administrator ~

198303092006041003 / YOEDY PUTRA, M.Pd

. Dinas Pandidikan dan Ksbudsyssn Provinsi Bangkulu
- Status Berkas : QU

Status SIASN
Data

File

Detail Riwayat

Menampilkan 102 data

Tahun 1

Data Rekon SKP —

Hasil Kinerja Perilaku Kerja

Data Rekon X >— <% | DataRekonRiwayat X Data Rekon

bengkuluprov.go.id

Data Rekon Riwayat SKP

Data Rekon Riwayat SKP

Cari

Kudran Kineria

+

® @ A

a Hi, Administrator ~

196806201990021001 / Drs. AHMAD BASORI, M.Pd
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Status Berkas: Q2D
Status SIASN : GEIEED
Data B teriirim }
File B eriirim ¥
Pesan

Detail Riwayat

Menampilkan 104 data

Tahun t

Hasil Kinerja Perilaku Kerja

Data Rekon Riwayal

bengkuluprov.go.id

Detail Riwaya

Data
File

Pesan

t

Menampilkan 104 data

Tahun t

2023

Hasil Kinerja Perilaku Kerja

SESUAI EKSPEKTAS SESUAI EKSPEKTAS]

Menampilkan 1 dari 1 data

Perbesaran Otomatis

Cari

Cari:

Kudran Kinerja

Kudran Kinerja

BAIK

PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SESUAI PERMENEGPAN RB. 06 TAHUN 2022

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024

75



- Penambahan Menu Cetak Data Rekapitulasi SKP

SI-KRESNA

> Dashboard

ol \gaturan Sistem

+  Rekon Data

= Indeks Penilaian

8  Cetak Data

Cetak SKP

1

Data Rekon $ Sistem Inform Catak Data SKP — Slstom informasl X+

bengkuluprov.go.id|

Cetak Data SKP

Cetak Data Rekapitulasi SKP yang berhasil di Rekon ke SI-ASN Per Tahun

Tahun 2024

Data Rokansialiasi SKP Tahun 20X +

bengkuluprov.go.id

dari 408 Perbesaran Otomatis

Sikroana Pomaiiniah Frovinst Bengkuls

DAFTAR DATA IA

&

@) i Administrator ~

Tanggal cetak 14 Januarl 2025 16:69.31 Hal 1 dari 408

S| KERJA (SKP|
BERDASARKAN PERMEN PAN & RB NO.6 TAHUN 2022

TAHUN 2022

NAMA
NP

NILAI ATASAN PEJABAT PENILAI

PEJABAT PENILAI

UNIT ORGANISAS!

UNGI ; Dinas Pembarayaan Perermgian,
Ferindungan Angk, Pangendalian Penducduk
Dan Kokuarga Berencana Frovins Bangkuu

DA PRONALISA, A 1ia & A [FASIL KEFUA Sawant
19B40020201801200 1 Ekspasiani
PERILAKU KERIA : Sosual

Ekspostasi

n Parempuan

Dan Kaluarga Barsncana Provinsl Bengkuku

I T e
janalan Penduduk Dan Keluaiga

Borancana Provins Bengkuls

AMA WARIAN, 5 5T
MIPINIK ; 196504231 988032008

Dinas Fombardayaan Parmgan,
Parieudungan Anis, Pangersialian Pend.cuk
Dan Koksarga Barencana Provins Bangkulu

TANA S E FRSILRERIA - Saou]
198510012016012001 Ekspostan
PERILAKU KERUA | Sosuad
Eksposiast

AN | AHMAD SUBHAN, KA
NIPINIK : 1981008201001 1001
UNOR : Dinas Kasshatan Frovinei Bangkulu

Tinas Pambordayaan Perampuan, Parindungan
An, Pangendalian Penducuk Dan Keluron
Barancana Provins Banghulu

AHA DERRY YULAN
NIPINIK ; 1875071470064 1000
UNGR ; Satuan Pols Par
Benckblu

WIGA NOVITAGARI, 5.1 | HASIL REFA - Saeual
18RO 06Z01501200 1 Exspastan
PERILAKU KERUA  Sa st
Ekspastan

73 Prala Proviow

AR | DENY VOLIAN
NIPINIG - 1875071420004 1000

UNGR - Satuan Polin Parmong Prajh Provins:
Benghut

i Famburdayaan Ferampaan, Faridangan
Ansk, Pongendiian Penducuk Dan Keluwgh

Bavencand Provini Bingki

G RETY PERMARA
UNGH | Rumah Sakit KHUSUS JIWA
SOLPRAPTD

FOZATAH ATD RAD, 5.6 | FRSIL KEFIA Sasual
[pre— wpastasi

PERILAKU KERUA © S0 i
Ekspastasi

A EFRANUL BASHT
NIPING - 187611 274807031001

[P R —
Daeran ergsulu

s Porburdayaan Pearpuan Po
Ansk, P

g
ngendalian ParcudiK Dan Kelubigh

Basancana Provins Bangki

WA VULTAN FRRTAT ARSI KEFUA - Baau AR FORITFA FAMAGHAN WATE
" exsposta : a1 993032008
[PERILAKU KERA © Sa s o "

1u7s07082010012819

WAMA | GAPARUGI
NIPINI : 1963022610800 1003

UNOR - Dinas Pambsrdayasn Passmpuan,
Perindungan Anak, Pengendalian Pandudus

Dan Keluarga Bersncana Provinsi Sengkuk

inas Pomberdayaan Pererpuan, Porindungan
Anak, Pangandlian Pendudu Dan Keluwgs
Basancana Provins Bangkuk

SAFARGO
UNOR ; Dinas Pembardayaan Pararmsuan,

Perindungan Angk, Pangendalian Penducuk
Dan Kekuarga Barencana Frovins Bangkuu

TENY ANGARAENT RS KEFIA Bavun
. Exspasiani
198407212010012004 PERILAKU KERJA : Sorual
Ekspostan

RO WA VOURN TARTATT
NIPNIK : 187907082010012010

UNOR - Dinas Parmibardayaan Parempuan.
Ferindungan Anak, Pangendalian Panduduk
Dan Kaluarga Beranzana Provinsi Sengku

s Fomberdayan Farempuan Farirdongan
A, Pangendaian Pandusuk Dan Keluiga
Borencana Frovins Bengkul

- Penambahan fungsi verifikasi, kirim data ke SIASN, cek data

Diklat/Kursus ke SIASN dan kirim file Diklat/Kursus ke SIASN.

bengkuluprov.go.id

SI-KRESNA

O  Dashboard

©¢  Pengaturan Siste

2 Pegaw

+  Rekon Data
Diktat

B indoks Penilaian

B8 Cetak Data

BPSDOM PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Mulal

Tahun Diklat

Varifika

" Gagal Rokon / Tidak Disetujui

WEBINAR Me

Nomor Sertifikat

000.7.5.6 / 06846

Durasi Jam

Balum Verifikas)

2024 / BPSOM-IIl

Tidak Disetuju

Transformasi Kerja ASN di Er
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Layanan Informas Data Rakon SKP — Sistem Informasi X Data Rakon Diklat / Kursu stor X Data Riwayat Diklat / Kursus — Siste X ( wayat Diklat / Kursy

Q8 bengkuluprov.go.id)
SI-KRESNA € Hi. Administrator ~
8  Dashboard
Data Riwayat Diklat / Kursus

08 Ppengaturan Sistem >

Pegawai >

Riwayat Kursus

* Rekon Data b

198308012012121002 / ANTON DERMAWAN, S.Sos

Diklat . BadanKepagawsian Daarsh Provinsi Sanghutu
@ Indeks Penitalar - Status Berkas

Status SIASN
B8  Cetak Data >

Data

File

Pesan

Detail Riwayat

{  Perbesaran Otomatis

bengkuluprov.go.id

SI-KRESNA ’
Riwayat Kursus

O  Dashboard

& Pengaturan Sistem > 198308012012121002 / ANTON DERMAWAN, S.Ses

. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
& >
Pegawai - Status Berkas : T

Status SIASN :

+  Rekon Data v
Data R reriiim |
sKP File
Diklat Pesan
Indeks Penilaian
B  Cetak Data >

— + Perbesaran Otomatis

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINS] KALIMANTAN TIMUR
SERTIFIKAT
Normor : 000.7.5.6 / 08846 - 2024 { BPSDM-IL
Diberikan kepaca

Hama Anton Dermawan,5.Sos
p/ResI PRPK 19830801 201212 1 002
Iastansi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAM FROVINS! BENGKULU

Layanan Info X Dats S x kon Diklat / Kursus — X Data Riwayat Diklat / Kursus - X

bengkuluprov.go.id

SI-KRESNA @) Hi, Administrator ~
8  Dashboard
Data Riwayat Diklat / Kursus
0 Pengaturan Sistem >
& Pegawai >
Riwayat Kursus
+  Rekon Data v

198308012012121002 / ANTON DERMAWAN, S.Sos

Diklat . Badan Kepagawalan Daerah Provinsl Bengkulu
®  Indeks Penilaian ’ Status Berkas : @ZIIITD

Status SIASN : GEZIED

(=3 Cetak Data >
Data Loririm }
File Leririn 3
Pesan

Detail Riwayat

— + Perbesaran Otomatis
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- Penambahan Menu cetak rekapitulasi Diklat dalam bentuk PDF

dan Excel

Layanan Informasi X ta Re em Informas: X Cetak Data Diklat — Sistem Informa: X

(O} bengkuluprov.go.id)

SI-KRESNA

) Hi. Administrator ~

O  Dashboard

Cetak Data Diklat

Cetak Data Rekapitulasi Diklat yang berhasil di Rekon ke SI-ASN Per Tahun (PDF)

©3  Pengaturan Sistem >
& Pegawai >
+  Rekon Data >
Indeks Penilaian Tahun -- Pilih Tahun --
8  Cetak Data @
Cetak SKP

Cetak Diklat

Cetak Data Rekapitulasi Diklat yang berhasil di Rekon ke SI-ASN Per Tahun (EXCEL)

Tahun -- Pilih Tahun --

Cetak Data Rekapitulasi Diklat Berdasarkan Nama

EXCEL

- Pembaharuan tampilan Menu Monitor Indeks Penilaian Aparatur

Monitor Indaks Panilalan

bengkuluprov.go.id)

SI-KRESNA

@) Hi Administratar ~

&  Dashboard
©¢  pangaturan Sistem >
’ Organisasi
+  Rekon Data >
Darl
Tanggal
B Indeks Penilaian
8  CetakData > Sampai
Tanggal

Jumlah Data Rekon Per OPD

or Indeks Penilaian Aparatur

-- Pilih Organisasi -+

hh /b / it

hh /b / titt

Jumlah Data
No Rekon Diklat

Nama

oFD

Terverifikasi

Monitr Indaks Paniialan Aparatur

bengkuluprev.go.id

Jumiah Data
Rekon Diklat
Bolum
Terverifikasi

Jumlah
Seluruh
Data
Rekon
Diktat

Jumlah Data
Rekon SKP

Terverifikasi

Jumlah Data
Rekon SKP
Bolum
Terverifikasi

Jumlah
Saluruh
Data
Rekon

Linat
SI-KRESNA
& Dashboard Jumlah Data Rekon Per OPD (01 September 2024 - 20 September 2024)
©  Pengaturan Sistem >
Menampilkan 103 data
= >
+  Rekon Data > Lo
Jumtah Data Soluruh
Jumlah Data Rekon Diklat Data
= Indeks Penilaian Rekon Diklat Belum Rekon
No 1 Nama OPD Terverifikasi Terverifikasi Diktat
8  Cotak Data >
o 0 32

Bengkulu

Menampilkan 1 dari 1 data

Nilai Rata-Rata Per OPD (01

Menampilkan 102  data

September 2024 - 20 September 2024)

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024

Jumiah Data
Rekon SKP
Terverifikasi

Jumlah Data
Rekon SKP
Belum
Terverifikasi

Cari

Jumlah
Seluruh

Nilai
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SI-KRESNA 1 Ba n 2-09-2024 98 23.52 % 2731 % 25.00 % 5.00 % 8083 %

L C
oF t >
+ Rekon Data >
Indeks Penilaien .

Nilai Indeks Aparatur (01 2024 - 20 2024) IMPORT EXCEL
8  Cetak Data >

™M Lk 104 dat ¥

o

198807262011012012

Pengembangan website profil Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu

Untuk tahun 2024 pengembangan website profile Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu telah dilakukan beberapa
pengembangan antara lain:

- Perubahan tampilan atau desain website.

B Profi ~  Statistik Pegawal  Infarmasi~  Pengumesman  Pengaduan

Badan =
gggsgﬂwalan

Kepala BKD Provinsi Bengkulu

SELAMAT DATANG ASN PROVINSI BENGKULU

13 #KawanBKD

Gunavean Suryadi, 'S.Sos, M.A.P
Kepala BXD Provinsi Bengkulu
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5

Sekretariat

,;:

Mutasi Dan Promosi

“PENETAPAN *
NOMOR INDUK PPPK
TAHUN 2024

9 zozs.01-03

Penetapan Nomor Induk PPPK
Tahun 2024

Penetapan Nomor Induk PPPK untud peserta PPPK
Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2024

P I
| SELENGKAPNYA |
'\ S

Layanan Kami

&

Penilaian Kinerja Dan
Penghargaan

9 20241119

Pengumuman Hasil Seleksi
Kompetensi Dasar  Calon
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi  Bengkulu  Tahun
Anggaran 2024
#XawanBK2, Pemarintah Pr2vins! Bengkulu

Hasil Sesleksi Daser Calor
Pregavei Neged Sipl fementih Prowasi
Bergkuiy Tahun Angsaran 2024,

£ "—'\
SELENGKAPNYA
-/

X

LIHAT LAINNYA

o0l

Pengembangan Aparatur

Pengadaan, Pemberhentian
Dan Informasi Kepegawaian

BorAKHLAY

0 70741108

Seleksi  Penerimaan  PPPK
Periode Il di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2024

#KawanBKD, Szleks| Penermazn PPPX Perode |1 ¢

LUingkungar Pemerintah Priviosi Besgialu Tahun

fnggaran 774

‘" N
SELENGKAPNYA

& i

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (HRMS)

EKD

Hai 8kawanBKD, Sclamat datang di Website Resm:
Dasan Kepagawalan Daerah Provns! Bengkuly.

By
CHEHONG)

INFORMAS!

Hubuag Kami :
Tolp: +62-T36-21041

£mail: uekretariasbkd. bengkuluprov.go d

£ Copyright BKD Provinst Benghkulu 4 Fignts Reserved
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‘@“m"mm""”“"’“ Beranda Statistik Pegawai  Informasi Pengumuman  Pengaduan

Provinsi Bengkulu

visi
& Terwujudnya Transformasi Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi Menuju Aparatur Sipll Negara Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang Profesional, disiplin, berbudaya dan berakhlak mulia 9

Misi

Aparatur Sipil Negara yang berdisiplin tinggl, profesional, berdaya saing dan berbudaya melayani;
v Pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat

Perencanaan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis teknolog! informasi;

n dengan kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu;

Kerjasama dan koordinasi bidang kepegaw

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pusat data kepegawaian yang akurat dan akuntabel

Provinsi Bengkulu

@@“""”P“?“"‘“"""""" Beranda Statistik Pegawai  Informasi Pengumuman  Pengaduan

I BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |

Kelompok Jabatan Fungsional |
Subbag Umum dan Sub Bagian Keuangan Sub Koordinator dan

Perlengkapan ke
JabatanFungsional
Bidang Pengadasn, Pemberhentian dan Pidang Mutas: dan Promos: Bidang Pengembangan Aparatur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
Informasi Kepegawaian dan Penghargaan
H H :
H i H
; H
Sl Koordinator dan Keommpok Jabaten o dan Kelompok Jabatan Sl Koordinaor dan Kelompok Jabatan
nesicn Pungsional el
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022
BKD INFORMAS| MAPS
Hai #kawanBKD, Selamat datang di Website Resmi Fdbungrkami Lihat peta ebih besar © Tokover
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkul
lan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu i a0l
BKD Prguinsi Bengkulu
2 : " o Panta Panjang
Email: sekretarlat@bkd.bengkuluprov.go.id tailRan
) ( BENGKULU
(0)(v)(@®)(w) RSU Ummi Beggkulu @)

Pantai Pasi Put Gl
B9 Ostapets 02025 Persysratan  Laporkn kesalahan peta

© Copyright BKD Provinsi Bengkulu. All Rights Reserved .
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)] Badan Kepogawaian Daeroh
Provinsi Bengkulu

No.

1. Pemuktahiran dan Pendataan Data Non ASN

Beranda Profil v

Surat Edaran

Statistik Pegawai

2. Penyelesaian Disparitas Data Cut Off Terbaru Mengenai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

Badan Kepegawaion Daerah
Provinsi Bengkulu

BERITA TERBARU

g Penetapan Nomor Induk
Foen
onR BOUS PR PPPK Tahun 2024

Thven 202k

Pengumuman Hasil Seleksi
et | am. Kompetensi Dasar Calon

Badan Kepegawalon Daerah
Provinsi Bengkulu

PENGUMUMAN TERBARU

EEr e

HASIL SELEKS| CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
‘AH PROVINSI BENGKUL!

PEMERINT n)
TAHUN ANGGARAN 2024

52 = o™

Beranda Profil

PENETAPAN *
NOMOR INDUK PPPK
TAHUN2024

& Administrator 3 2025-

01-03

Penetapan Nomor
Induk PPPK Tahun

Beranda Profil

Statistik Pegawai

PENGUMUMAN [ 5
HASIL SKD CPNS |/

& Administrator [ 2024-
1-19

Pengumuman Hasil
Seleksi Kompetensi

Statistik Pegawai Informasi

Pengumuman  Pengaduan

Aksi
Unduh

Unduh

Pengumuman  Pengaduan

& Administrator [ 2024-
1118

Seleksi Penerimaan
PPPK Periode Il di

Pengaduan

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNS PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2024

[2025-01-10

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2024

- Penambahan modul Statistik Pegawai secara Real Time yang

terintegrasi dengan Layanan Informasi Kepegawaian Elektronik

(LIKE).

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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Statistik Pegawal  Informasi Pengumuman  Pengaduan

Data PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu - Real Tim

10572

ASN AT

9464 3988 5476

Laki-Lak

399 709

PP Akl Laki-Lak

Jumlah Rinci Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Kempesisi Jumlah PNS Per Organisasi Parangkat Dasrah

10 v Search:
ol po

# Parangkat Daersh Laki-Laki Persmpuan Jumiah

1 Biarfian Kepwgavaian Deesah Provinsi Bengkuly a5 58 103

2 Hailan Kesatuan Bangsa Dan Palitk Provins: Bengkuls 2 2 a9

3 Toncana Diney Bonghl 43 19 62

2 Hadan Pengelolasn Keuangan Daersh Provins: Bengkulu 127 an 208

5 Badan Pangambangan Sumber Deya Manusia Provinsi Bengkulu 52 50 0z

[ Hadan Penghubung Daerah Provnsi Bengkulu 18 2 4

7 dan rgan Dasrah Provins Bengeuly 50 58 108

8 Biro Adminisiresi Pembangunan a2 2 n

(] Biro Hukum i 20 a5

10 B Organ 17 2 a8
Jumish 4387 6185 10872

Showing 11010 o a2 snines 3 - BRI

Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Berikut adalah komposisi PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Jenis Jabatan Kategori JFT Laki-Laki Perempuan Jumiah
282 Grang Jab Strustural - 307 230 ar

) 226 Grang Jab Fungsionai Tertentu  Medis 264 082 146
Jab Fungsional Tertenty  Guru 1260 2503 3782

‘ Jab Fungsionsl Tedentu  Non Gurwhledis [ 629 1328
42 Ouang Jdab Fungsional Umum 1738 1641 w9

| Oreng Jumiah 4387 8185 10872
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Pengembangan aplikasi Sistem Pengolahan Non ASN (SiNonA)
Provinsi Bengkulu

Untuk tahun 2024 pengembangan aplikasi Sistem Pengolahan Non
ASN (SiNonA) Provinsi Bengkulu telah dilakukan beberapa

pengembangan antara lain:

- Penambahan modul Non ASN Hasil Pendataan BKN.

@ oashooard Dashboard

=

‘Sistem Pengolahan ton ASN (siNond) == X
St Pengiahan e, o)l St 17558 515 data Teoga A Pmerinisn
danriwepotbontsi

Jumish

E si-NonA (V3]

Tenaga Non ASN Pendataan BKN 2022

Organisasi - Pilih Organisasi -

Jumizh Tenaga Non ASH Pendataan EXN & Lakidaki Perempuzn
4813 ' 2% 5Bl

Data Tesiaga Non ASH @ it Traga e ASH sk memenu syrt
Show 1 & entries Search:
& Hast Pencatzan BN
Tanggal Lahir | Jenis
B dataTHL No.® NIK  Nama Kelamin Penempatan | Jabatan Hentrak Pendidikan Status
- Penambahan modul Non ASN.
E si-NonA (v3) =
Data Non ASN
ovganicad FihOrgaiasi
Data Tenaga Non ASN 8
—_p - i
Ne. MK, Wansa Tanggal Lahir | Jenis Kelamin Jabatan Kantrak Status Pendidikan i
8 o
Mo data available in table
B o

Showing 010 0 afQ entries

Copyright © 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
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- Penambahan modul Cluster Data Non ASN

Data Non ASN

Data Tenaga Han ASH

- Penambahan modul Cluster Data.

£ si-NonA (v3)

Data Non ASN

Organisasi

Kelompok Data

Tabun Kantrak il Tabusn

]
=0
L]
a
L

]

- Penambahan modul rekapitulasi Non ASN.

Laporan Tenaga Non ASN

Organisasi

Daftar List Laparan Data Tenaga Non ASN

B. Akuntabilitas Keuangan

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk mencapai
target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyedian anggaran melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.077.265.554,00 (Twjuh Belas
Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus
Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri Realisasi belanja tahun 2024
sebesar Rp. 16.832.046.366,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Tiga
Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam
Rupiah) atau sebesar 99% dari anggaran belanja Badan Kepegawaiaan
Daerah Provinsi Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk mencapai
target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyedian anggaran melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,
ada 2 ( dua ) program meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi Rp. 13.133.420.294,00 (Tiga Belas Miliar Seratus Tiga Puluh
Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh
Empat Rupiah) dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.201.715.554,00
(Tiga Belas Miliar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu
Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau 99%. Terjadi sisa
Anggaran Sebesar Rp. 68.295.260,00 (Enam Puluh Delapan Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Keseluruhan akuntabilitas keuangan berdasarkan program dan
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi terdiri dari 6 (Enam)

Kegiatan, meliputi :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
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- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
-Pemeliharaan  Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024
Program penunjang Urusan Pemerintah

No PrograI::;lIa{‘:gia tan Anggaran 2024 Realisasi 2024 Realisasi 2024 (%)
1 Program Penunjang
Urusan Pemerintahan | 13.201.715.554 13.133.420.294
Daerah Provinsi
1.1 | Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.2 | Administrasi
Keuangan Perangkat 11.471.170.554 11.426.916.973 100
Daerah

1.3 | Administrasi Umum
Perangkat Daerah 425.600.000 421.805.359 99
1.4 | Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.5 | Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 443.753.600 440.373.690 99
Pemerintahan Daerah
1.6 | Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sumber : Badan Kepegawaian Dearah 2024

99

350.000.000 342.011.972 29

257.191.400 255.795.500 99

254.000.000 246.516.800 97

b. Program Kepegawaian Daerah

Realisasi Belanja Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.
3.698.626.072,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan
Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah)
dari pagu sebesar Rp. 3.875.550.000,00 ( Tiga Miliar Delapan Ratus
Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan
terjadi sisa Anggaran Sebesar Rp. 176.923.928,00 (Seratus Tujuh
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Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan
Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
Keseluruhan akuntabilitas keuangan berdasarkan program dan
kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu .
Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan,
meliputi :

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

ASN

- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Table 3.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024
Program Kepegawaian

No Uraian
Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Realisasi 2024 (%)
1 | Program Kepegawaian 3.875.550.000 3.698.626.072 95
Daerah

1.1 | Kegiatan Pengadaan,

Pemberhentian dan 1.521.550.000 1.398.468.521 92
Informasi Kepegawaian
ASN
1.2 | Kegiatan Mutasi dan
Promosi ASN 860.000.000 893.618.832 98

1.3 | Kegiatan Pengembangan
Kompetensi ASN 684.000.000 663.009.785 97

1.4 | Kegiatan Penilaian dan
Evaluasi Kinerja 810.000.000 797.528.934 98
Aparatur

Sumber : Badan Kepegawaian Dearah 2024

BAB IV
PENUTUP

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024 88



A. Kesimpulan

Akutabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
priodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab
secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi. Pengukuran target kinerja dari sasaran
strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawian Daerah Provinsi
Bengkulu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja
dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawian Daerah Provinsi
Bengkulu beserta target dan capaian realisasinya.

Dari beberapa indikator kinerja utama yaitu tujuan Meningkatnya
Profesionalisme Apartur Pemerintahan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran
yaitu; Meningkatnya Kinerja Kepegawaian Daerah dan Meningkatnya
Kinerja dan Tingka Kedisiplinan ASN, pada tahun 2024 telah mencapai
hasil kinerja yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari persentase
capaian target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Realisasi Keuangan APBD Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu dengan dua Program telah berhasil yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,yang ditandai dengan
presentase yaitu 99% realisasi sebesar Rp. 13.133.420.294 dengan Pagu
Rp. 13.201.715.554 . dan Program Kepegawaian Daerah dengan
presentase yaitu 95% realisasi sebesar Rp. 3.698.626.072 dengan Pagu
Rp. 3.875.550.000.
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Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa

saran-saran antara lain :

1.

Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan
evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada
keseragaman dalam penilaian kinerja bidang;

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai
sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi
yang telah ditetapkan;

Agar implementasi Sistem Laporan Kinerja benar-benar efektif, perlu
adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai
satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk
melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun
outcome kegiatan yang bersangkutan.

Pencapaian Indikator Program harus menjadi prioritas dalam
pencapaian indikator program pada tahun berikutnya dengan tetap
mempertahankan capaian yang sudah berhasil.

Dilakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor
yang diperkuat untuk mecapai keberhasilan suatu tujuan atau
indikator program.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah
direncanakan pada tahun anggaran dan juga sebagai pedoman dalam
menyusun program pada tahun-tahun berikutnya. Dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada
Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu telah ditetapkan yang
tercantum dalam penetapan kinerja. Oleh sebab itu, dalam
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) suatu instansi hendaknya merevisi ulang laporan yang telah
dibuat agar tidak terjadinya kerancuan bagi pengguna laporan
tersebut dan sesuai dengan standarisasi penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) agar semua
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pertanggungjawaban suatu instansi lebih transparan, jelas dan

terukur.

B. Saran - Saran

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah 2024

Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas unit kerja dalam
penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasikan rencana
prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran
yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk tahun anggaran
berikutnya.

Melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana aksi yang telah
ditetapkan dengan mejabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja serta memantau capaianya secara berkala.

Meningkatkan manajemn kinerja dalam rangka meyelesaikan tugas-
tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan , sehingga
dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang
direncanakan.

Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya
manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat
menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

Melakukan analisis atas indikator kinerja meskipun tercapai , untuk
menjadi bahan dalam reviuw Renstra Badan Kepegawaian Daerah
provinsi Bengkulu lima tahun mendatang.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat
memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait mengenai
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu,
sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja
pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi
motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan
selalu meyesuiakan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan
sasaran strategis dalam Renstra Badann Kepegawaian Daerah Provinsi

Bengkulu.
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